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ABSTRACT

This research investigates the application of governance principles in developed and
developing countries, with a focus on the lessons that can be learned from the experience of
developed countries and the implications for developing countries. Qualitative methods are
used to analyze the political, economic and social context that influences the implementation
of governance principles. The results show that despite significant differences in the
challenges faced, there are many best practices that developing countries can adopt to improve
their governance. Through commitment, cooperation and continuous learning, developed
and developing countries can work together to achieve better development goals.

Keywords: Governance Principles, Developed and Developing Countries, Best Practice.

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki penerapan prinsip-prinsip governance di negara maju
dan berkembang, dengan fokus pada pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman
negara maju dan implikasinya bagi negara-negara berkembang. Metode kualitatif
digunakan untuk menganalisis konteks politik, ekonomi, dan sosial yang
memengaruhi implementasi prinsip-prinsip governance. Hasilnya menunjukkan
bahwa meskipun ada perbedaan signifikan dalam tantangan yang dihadapi, ada
banyak praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh negara-negara berkembang untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan mereka. Melalui komitmen, kerjasama, dan
pembelajaran yang berkelanjutan, negara-negara maju dan berkembang dapat
bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Kata Kunci: Prinsip Governance, Negara Maju dan Berkembang, Best Practice.
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PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip
governance telah menjadi perhatian
utama bagi negara-negara maju dan
berkembang dalam upaya
meningkatkan kinerja pemerintahan
dan memastikan pembangunan yang
berkelanjutan. Di era globalisasi ini, di
mana  tantangan dan  peluang
berdampak pada skala global, prinsip-
prinsip governance menjadi semakin
penting dalam menavigasi dinamika
kompleks politik, ekonomi, dan sosial.
Sebagai landasan bagi tata kelola yang
baik, prinsip-prinsip governance seperti
transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
dan supremasi hukum telah menjadi
fokus reformasi di banyak negara.

Negara maju, dengan sistem
pemerintahan yang matang dan sumber
daya yang cukup, telah menjadi pionir
dalam menerapkan prinsip-prinsip
governance. Mereka telah membangun
struktur pemerintahan yang efektif,

menjalankan program-program
transparansi, dan memperkuat
lembaga-lembaga pengawasan untuk
memastikan akuntabilitas dan

responsivitas. Namun, tantangan tetap
ada, termasuk dalam menghadapi
masalah kompleks seperti korupsi,
perubahan iklim, dan ketidaksetaraan
sosial yang semakin merajalela.
Sementara itu, negara berkembang
menghadapi tantangan yang berbeda
dalam menerapkan prinsip-prinsip
governance. Meskipun banyak negara
berkembang telah melakukan reformasi
governance yang signifikan, seperti
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meningkatkan  transparansi  dalam
proses pengambilan keputusan,

mengurangi birokrasi, dan memperkuat
peran masyarakat sipil, tantangan besar
masih dihadapi dalam memperkuat
lembaga-lembaga pemerintahan,
menangani korupsi, dan memberikan
layanan publik yang berkualitas kepada

masyarakat.

Dalam konteks global yang
semakin terhubung, perbandingan
antara  penerapan  prinsip-prinsip

governance di negara maju dan
berkembang memberikan wawasan
yang berharga bagi upaya reformasi dan
pembangunan di seluruh dunia. Melalui

pembelajaran dan pertukaran
pengalaman, negara-negara  dapat
mengidentifikasi best practices,

menerapkan strategi yang tepat, dan
memperkuat kerjasama internasional
untuk memajukan tata kelola yang baik.

Perbedaan kondisi dan konteks
antara negara maju dan berkembang
memunculkan dinamika yang beragam
dalam  penerapan  prinsip-prinsip
governance. Di negara maju, prinsip-
prinsip governance telah menjadi
bagian integral dari tata kelola
pemerintahan yang efektif, dengan
lembaga-lembaga yang mapan dan
mekanisme pengawasan yang kuat.
Namun, hal ini tidak selalu berarti
bahwa mereka terbebas dari masalah;
bahkan, negara maju sering kali
dihadapkan pada tantangan dalam
memastikan akuntabilitas yang tepat
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dan responsivitas terhadap kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, negara berkembang
sering menghadapi tantangan yang
lebih besar dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip
governance.  Faktor-faktor  seperti
korupsi, ketidakstabilan politik, dan
keterbatasan  infrastruktur  sering
menjadi hambatan bagi upaya reformasi
governance. Namun, banyak negara
berkembang juga telah menunjukkan
kemajuan yang signifikan dalam
memperkuat tata kelola pemerintahan
mereka melalui inisiatif-inisiatif seperti
reformasi hukum, peningkatan
transparansi, dan  pemberdayaan
masyarakat sipil.

Perbandingan antara negara maju
dan berkembang dalam hal penerapan
prinsip-prinsip ~ governance  dapat
memberikan wawasan yang berharga
bagi upaya pemahaman dan pemecahan
masalah terkait tata kelola yang baik.
Melalui analisis komparatif, kita dapat
mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan  atau
kegagalan implementasi prinsip-prinsip
governance di berbagai konteks, serta
mengeksplorasi strategi terbaik untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan
dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan
konektivitas dan  interdependensi
global, penting bagi negara-negara maju
dan  berkembang  untuk  terus
berkolaborasi dan bertukar informasi
tentang praktik-praktik terbaik dalam
tata kelola pemerintahan. Inisiatif
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seperti forum internasional, program
bantuan pembangunan, dan kemitraan
lintas sektor dapat menjadi platform

yang efektif untuk memfasilitasi
pertukaran pengetahuan dan
pengalaman dalam hal penerapan

prinsip-prinsip governance.
Oleh karena itu, melalui artikel ini,

kami bertujuan untuk mendukung
dialog global tentang pentingnya
prinsip-prinsip ~ governance  dalam
pembangunan  berkelanjutan, serta

memberikan kontribusi nyata dalam
membentuk kebijakan dan praktik-
praktik yang lebih baik di berbagai
tingkat pemerintahan. Dengan
demikian, kita dapat bersama-sama
memperkuat fondasi tata kelola yang
baik dan mendorong kemajuan yang
lebih besar bagi masyarakat global
secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi
pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif untuk menjelajahi penerapan
prinsip-prinsip governance di negara
maju dan berkembang. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan

kita untuk memahami konteks dan
kompleksitas ~ faktor-faktor =~ yang
memengaruhi implementasi prinsip-
prinsip governance dengan lebih
mendalam. Melalui wawancara
mendalam, analisis dokumen, dan studi
kasus, kami berusaha untuk
mendapatkan ~ pemahaman  yang
komprehensif  tentang  tantangan,

strategi, dan dampak dari penerapan
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prinsip-prinsip governance di berbagai
konteks nasional.

Metode deskriptif dipilih untuk
memberikan gambaran yang akurat dan
detail tentang situasi aktual di lapangan.
Kami akan mengumpulkan data yang
mendalam tentang pengalaman praktis
pemerintah dan pemangku kepentingan
terkait dengan implementasi prinsip-
prinsip governance. Dengan demikian,
kami berharap dapat menyajikan
analisis yang berbasis bukti dan relevan
bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan
peneliti dalam mendukung
pengembangan tata kelola yang lebih
baik di negara maju maupun
berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbedaan Konteks Politik,
Ekonomi, Dan Sosial Antara
Negara Maju Dan Berkembang
Memengaruhi Penerapan Prinsip-
Prinsip Governance
Perbedaan konteks politik,
ekonomi, dan sosial antara negara maju
dan berkembang memiliki dampak
signifikan pada penerapan prinsip-
prinsip governance. Secara politik,
negara maju sering memiliki struktur
politik yang lebih stabil dan mapan,
dengan institusi-institusi demokratis
yang kuat dan sistem hukum yang
berfungsi baik. Di sisi lain, negara
berkembang mungkin menghadapi
tantangan dalam hal stabilitas politik,
korupsi, dan kelemahan dalam sistem
hukum, yang semuanya dapat
mempengaruhi kemampuan mereka
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untuk menerapkan prinsip-prinsip
governance dengan efektif.

Dari segi ekonomi, negara maju
cenderung memiliki sumber daya yang
lebih besar dan pendapatan nasional
yang tinggi, yang memungkinkan
mereka untuk mengalokasikan lebih
banyak dana untuk pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan layanan
publik. Di sisi lain, negara berkembang
sering menghadapi kendala dalam hal
keterbatasan sumber daya finansial,
ketidaksetaraan ekonomi, dan
ketergantungan pada sektor-sektor
ekonomi tertentu, yang semuanya dapat
membatasi kemampuan mereka untuk
menerapkan prinsip-prinsip
governance secara efektif.

Secara sosial, perbedaan dalam
struktur demografi, tingkat pendidikan,
dan  keberagaman budaya juga
memainkan peran penting dalam
penerapan prinsip-prinsip governance.
Negara maju mungkin memiliki
masyarakat yang lebih teredukasi,
inklusif, dan terlibat dalam proses
politik, yang dapat mendukung upaya
penerapan prinsip-prinsip governance
yang lebih transparan dan partisipatif.
Di sisi lain, negara berkembang sering
menghadapi tantangan dalam hal
ketidaksetaraan sosial, akses terhadap
pendidikan dan informasi, dan konflik
antar etnis atau agama, yang semuanya

dapat menghambat upaya mereka
untuk  menerapkan prinsip-prinsip
governance  yang  inklusif = dan
berkelanjutan.
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Namun demikian, perbedaan
dalam konteks politik, ekonomi, dan
sosial tidak selalu berarti bahwa negara-
negara berkembang tidak dapat
menerapkan prinsip-prinsip
governance yang efektif. Sebaliknya,
mereka memerlukan pendekatan yang
disesuaikan dengan konteks lokal
mereka, dengan memperhitungkan
tantangan yang mereka hadapi dan
memanfaatkan kekuatan dan sumber
daya yang ada. Dengan demikian,
penting untuk memahami dinamika
yang kompleks ini dalam upaya untuk
mempromosikan tata kelola yang baik
di seluruh dunia.

2. Tantangan Utama Yang Dihadapi
Oleh Negara  Maju Dan
Berkembang Dalam Menerapkan
Prinsip-Prinsip Governance
Tantangan yang dihadapi oleh

negara maju dan berkembang dalam
menerapkan prinsip-prinsip
governance sangatlah beragam dan
kompleks. Salah satu tantangan utama
yang dihadapi adalah korupsi yang
meluas di berbagai tingkat
pemerintahan. Korupsi tidak hanya
merugikan  perekonomian  negara
dengan mengalirkan dana publik ke
kantong pribadi, tetapi juga mengurangi
kepercayaan  masyarakat terhadap
institusi pemerintahan. Di negara
berkembang, korupsi sering kali
menjadi  hambatan  besar  bagi
pembangunan ekonomi dan sosial.
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Selain  korupsi,  kekurangan
infrastruktur dan sumber daya manusia
yang memadai sering kali menjadi
tantangan dalam menerapkan prinsip-
prinsip  governance. Di  negara
berkembang, infrastruktur yang kurang
memadai dapat menghambat upaya
untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan.
Keterbatasan sumber daya manusia juga
dapat menghambat kemampuan negara
dalam mengelola dan melaksanakan
kebijakan secara efektif.

Negara-negara maju dan
berkembang juga dihadapkan pada
tantangan politik dan sosial yang
kompleks. Perubahan politik yang tidak
stabil dan ketidakpastian kebijakan
sering kali menghambat implementasi
prinsip-prinsip governance  yang
konsisten. Selain itu, ketegangan sosial
dan ketimpangan ekonomi juga dapat
mempersulit upaya untuk menciptakan

tata kelola yang inklusif dan
berkeadilan.
Untuk  mengatasi tantangan-

tantangan ini, negara-negara maju dan
berkembang telah mengadopsi berbagai

strategi dan pendekatan. Beberapa
negara maju telah berhasil
mengimplementasikan reformasi

hukum dan kelembagaan yang kuat

untuk  memerangi  korupsi  dan
meningkatkan akuntabilitas
pemerintahan. Mereka juga telah

melakukan investasi yang signifikan
dalam pembangunan infrastruktur dan
sumber  daya  manusia  untuk

394



Stratégo: Jurnal Manajemen Modern
https:/ /journalversa.com/s/index.php/jmm

memperkuat kapasitas administratif
mereka.

Di sisi lain, negara-negara
berkembang sering mengandalkan
inisiatif internasional dan bantuan
pembangunan untuk mengatasi

tantangan yang mereka hadapi. Mereka
juga telah melakukan reformasi politik
dan ekonomi untuk menciptakan
lingkungan yang lebih kondusif bagi
pertumbuhan  dan  pembangunan
berkelanjutan. Meskipun demikian,
tantangan-tantangan yang kompleks ini
membutuhkan upaya yang
berkelanjutan dan komitmen yang kuat
dari semua pihak terkait.

3. Praktik terbaik yang dapat
dieksplorasi dan diadopsi oleh
negara-negara berkembang
berdasarkan pengalaman negara
maju dalam menerapkan prinsip-
prinsip governance
Praktik-praktik terbaik yang dapat

dieksplorasi dan diadopsi oleh negara-

negara  berkembang  berdasarkan
pengalaman negara maju dalam
menerapkan prinsip-prinsip
governance yang efektif meliputi
sejumlah strategi yang dapat menjadi
landasan  bagi  reformasi dan
peningkatan  kinerja pemerintahan.
Pertama-tama, negara-negara
berkembang dapat memperkuat

transparansi dan akuntabilitas dalam
proses pengambilan keputusan dengan
mendorong akses publik yang lebih luas
terhadap informasi dan memperkuat
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lembaga-lembaga pengawasan
independen.

Selanjutnya, negara-negara

berkembang dapat mengadopsi praktik-
praktik terbaik dalam memperkuat
supremasi hukum dan penegakan
hukum yang efektif. Ini meliputi
memperkuat  independensi  sistem
peradilan, memastikan  kepatuhan
terhadap standar hukum internasional,
dan memperkuat mekanisme
perlindungan hak asasi manusia.
Dengan  memperkuat  supremasi
hukum, negara-negara berkembang
dapat menciptakan lingkungan yang
lebih stabil dan dapat diprediksi untuk
investasi dan pembangunan.

Selain itu, negara-negara
berkembang dapat belajar dari praktik
terbaik dalam membangun kapasitas
institusional yang kuat. Ini termasuk
investasi ~ dalam  pelatthan  dan
pengembangan pegawai negeri,
memperkuat lembaga pemerintahan
yang  bertanggung jawab, dan
meningkatkan efisiensi administrasi
publik. Dengan membangun kapasitas
institusional yang kuat, negara-negara
berkembang  dapat meningkatkan
kemampuan mereka untuk merespons
kebutuhan masyarakat dengan lebih
efektif.

Selanjutnya, negara-negara
berkembang dapat mengeksplorasi
praktik-praktik terbaik dalam
mempromosikan partisipasi masyarakat
sipil yang lebih luas dalam proses
pembuatan keputusan. Ini melibatkan
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pembangunan mekanisme konsultasi
dan dialog yang inklusif antara
pemerintah dan masyarakat sipil, serta
memperkuat  kapasitas  organisasi-
organisasi masyarakat sipil untuk
berpartisipasi dalam proses
pembangunan.

Selain itu, negara-negara
berkembang juga dapat memperkuat
kerjasama regional dan internasional
dalam upaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan. Ini termasuk berbagi

pengalaman dan pengetahuan,
membangun jaringan kerjasama, dan
menyelenggarakan pertukaran

pengalaman antar negara dalam hal
penerapan prinsip-prinsip governance
yang efektif.

Dengan menerapkan praktik-
praktik terbaik ini, negara-negara
berkembang dapat memperkuat tata
kelola pemerintahan mereka,
meningkatkan kinerja pemerintahan,
dan  mempercepat  pembangunan
berkelanjutan. Ini akan membantu
negara-negara tersebut mencapai tujuan
pembangunan yang lebih baik dan
memberikan manfaat yang lebih besar
bagi masyarakat mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dalam kesimpulan, penting untuk
diakui bahwa penerapan prinsip-
prinsip governance merupakan elemen
kunci dalam upaya memperbaiki kinerja
pemerintahan dan mendorong
pembangunan yang berkelanjutan di
negara maju maupun berkembang.
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Meskipun ada perbedaan dalam

konteks dan tantangan yang dihadapi
oleh kedua kelompok negara ini, ada
banyak pelajaran yang dapat dipetik
dari pengalaman negara maju yang

dapat berguna bagi negara-negara
berkembang.

Kita melihat bahwa langkah-
langkah untuk memperkuat

transparansi, akuntabilitas, supremasi
hukum, dan partisipasi masyarakat sipil
merupakan inti dari upaya
memperbaiki tata kelola pemerintahan
di kedua jenis negara ini. Selain itu,
membangun kapasitas institusional
yang kuat dan meningkatkan kerjasama
internasional juga merupakan faktor
penting dalam memajukan prinsip-
prinsip governance yang efektif.

Dengan demikian, sementara ada
tantangan yang besar yang harus
diatasi, ada juga banyak kesempatan
untuk perbaikan dan inovasi dalam
menerapkan prinsip-prinsip
governance di  berbagai  konteks
nasional. Dengan komitmen yang tepat,
kerjasama yang kuat, dan pembelajaran
yang berkelanjutan, negara maju dan
berkembang dapat bekerja bersama
untuk mencapai tujuan pembangunan
yang lebih baik dan meningkatkan
kesejahteraan =~ masyarakat  secara
keseluruhan.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan
prinsip-prinsip governance di negara
maju dan berkembang, beberapa saran
dapat dipertimbangkan:
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Penguatan Kapasitas: Negara-
negara berkembang perlu terus
berinvestasi dalam  pembangunan
kapasitas  institusional, = termasuk
pelatihan dan pengembangan pegawai
negeri, untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan dan layanan publik.

1) Peningkatan Transparansi:

Langkah-langkah tambahan harus

diambil untuk meningkatkan
transparansi dalam proses
pengambilan keputusan

pemerintah, seperti mendorong
publikasi informasi yang lebih
banyak dan akses yang lebih luas
bagi masyarakat terhadap data
dan kebijakan publik.

2)  Penguatan Sistem Hukum:
Negara-negara berkembang perlu
memperkuat supremasi hukum
dan penegakan hukum untuk
memastikan kepatuhan terhadap

aturan dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

3) Promosi Partisipasi Masyarakat
Sipil: Langkah-langkah  harus
diambil untuk memperkuat peran
dan kapasitas organisasi
masyarakat sipil dalam proses
pembuatan keputusan, termasuk

memfasilitasi dialog dan
konsultasi yang lebih inklusif
antara pemerintah dan masyarakat
sipil.

4) Kerjasama Internasional: Negara-
negara berkembang dapat

memperkuat kerjasama regional
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dan internasional untuk bertukar
pengalaman, belajar dari praktik-
praktik terbaik, dan mendapatkan
dukungan teknis dalam upaya

memperbaiki tata kelola
pemerintahan mereka.
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